BAB III
FIDUCIA SBAGATI JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BANK

: l.‘ Pengertlan Fiducia

’ Fiducla berasal dari bahasa Yunani "deere" artinya
kepercayaan.l Hal ini “Bama’ artinya denan kata ‘ "kredit"a_
yang berarti kepercayaan puba. Kedua kata tersebut .dipakai
dalam bidang hukum khususnya dalam bidang kredit yang ber-
sifat sallng mempercayal satu dengan lalnnya.

Para ahli hukum bermacam-macam sebutan dalam membe-

riken istilah fiducia, Bangsa Romawi menyebut "Fiduciacum- .
creditur" (penyerahan barang Jaminan dalam - pemillkan).
Asser Van Oven menyebut "Zakerheid eigendom" (hak milik
sebagai jaminan), Blom menyebut "Bezitloos zakerheiet rec-
ht" (hak jaminan tanpa kekuasaan), Kohrel menyebut 'Var-
noodpand begrif" (pengertian gadai yang diperluas), ',;dan'
Dr, Van Hoven menyebutnya "Eigendom Overecht toot zaker-
held" (hak milik sebagai jaminan),

. Jaminan itu lazim-dipakal dengan istilah "Ebduclare_
eigendoms overecht!" dengan teraemahan bak mllik*atas5dasar
kepercayaan,3 yang d131nwkat dengan F. E. O.,4 dan diguna-
kan dengan : istilah . fBdu-

1Drs.k. Prenct CZM., Kamus Lgt;ngﬁggogegla,Yayasan |

Kanisius, Semarang, 1969, hal, 228
°Dry Mariam Darus Badrulzaman,SH 'Bab-Bab__Tent
Creditverba Gada Alumnl, Jakarta, 4‘*"“““‘5
-1987,
hal, 90
3Dr. A, Hamzah,SH., Senjun Manullang,SH., Lembaga

Eﬁm&&ﬁﬂLjﬂimmmﬂiiLJL&ﬁﬂﬁ ‘Jakarta,

1987, hal. 34

"Marhainis Abdul Hay,SH., Perdata M
Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal, 188
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cla saja.s. o _ o

Dari berbagal sebutan menunjukkan bahwa pafé.ahii‘
hukum sangat memperha tikan dan dengan mengadakan ,p;eruba-
hasan tentang jaminan ini, yang timbul dari yurisproden-
si, ‘ :

Dalam‘befbaggiﬂgebutan tersébﬁt bila,diperﬁatikah
_ maka'menunj@kkap ﬁémppnyai maekna yang §ama,'yaitu ‘mene-
kankan pada bentuk penyerahan benda yékni;hgk_mi;ik'atas '

. benda yang terbatas pada’ Mhak"® nja,'sedang bendajse¢éra-

‘fisik tetap dipegang oleh yang memberi jaminan.,

Adapun menurut istiiah, para ahli hukum'memberi_-
kan pengertian sebagai berikut : ‘

1. Menurut Oey Hoey Tiong SH, memberikan arti Fiduecia
sebagal berikut 3 : . A

Penyerahan hsk nmilik atas barang-barang bergersk
kepunyaan debitur kepada kriditur (constitutum pos-
sesorium) dengan syarat bahwa bila devitur melunasi
hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak mi-
lik atas barang-tarang itu kepada debitur. 6

2. Menurut Dr.A.Hemzah SH, memberikan definisi Fidueia
sebegai berikut : '

Sebagai cara pengoperan hak milik dari pemilik
(debitur) kepada kreditur berdaserkan suastu perjanjl
an pokok (perjanjian utang piuteng) kepada kreditur
akan tetapl yang diserahkan hanyalah haknya saja se-
cara yurldis levering dan hanya memiliki secara ke-

5DR.H. Hamzah 3H, Loc.cit,

' 6Oey-Hoey.Tiong SH, Fiducis Sebageil Jaminan Unsur
Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,hal, 8
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percayaan saja ( sebagai jaminan utang piutang) Se-
dang barang tetap dikuasai oleh debitur, tetapl bu-
- kan sebagal eigener maupun beziter, melainkan hanya
sebagai detentur atau hauder untuk dan atas nama
kreditur eigener, 7 : :

Bila diperhatikan bahwa pengertian fiducia yang
‘diberikan oleh Oey Hoey Tiong mengandung pengertian pa-
da jual beli dengan syarat hak membeli kembali, hal ini
- terbukti dengan kata-kata "dengan syarat bahwa debitur

. melunasi hutangnya kreditur mengembalikan hak milik" .

Kreditur mempunya i hak memilik1 atas barang sebagai ja-
minan dengan suatu syarat bils debitur melunasi hutang-
nya, benda sebagal pembelian diserahkan kembali kepads
debitur (pihak penjual)

Adapun ?engertién fiducia yang diberiken - oleh
Dr.S.Hamzah merupakan suatu bentuk ﬁengikatén suatu
benda atss hutang piutang sebagai jeminan, Namun yang
diserahkan hanyalah hak miliknya saja, sedang benda se-
cara fisik tetsp dalam kékuaeaan:debitur, bukkan sebagal
pemiiikén, tetapl sebagal amanat peminjaman ateu titi-
-pan. Dalam hal 1inl merupakan bentuk- penyerahan secara
hukum atau penyerahan hak. kepercayaan.

Definisi yang diberikan cleh Dr.A.Famzah, sesual
dengan pengertian fiduqia yarg diterikan oleh BRI,dslam
model 84, sebagal berikut : |

Maka dengan inl yang berutang menyerahkan seba -

gal eigendom atas kepercayaan (fiducis) kepada bank
sebagal tanggungan btarang-tarang yang diterangkan

Tbr. A. Bamzah SH, Op.cit, hal. 37



:lebih lanjut. Penyerahan eigendom atas kepercayaan :
1tu telah diterima, baik oleh bank pada tempat .bs-

. rang=barang itu terletak dan pada saat itu juga pi-
_hak bank menyerahkan barang-barang itu kepada yang
‘berutang yang atas kuasa bank yang telah menerima .-
nya dengan baik untuk selanjutnya bertindak untuk,,
dan atas nama bank sebagai penyimpan. 8

Darl pensf&iran yang dlcerikan oleh BRI._ membe-.
rikan gambaran yang jelas tentang bentuk penyerahan Ja-'
minan secara fiducia, namun dalam praktek penyerahan ;-,

©oitu dilaxu&an secara abstrak, yaitu penye rahan ‘secara

7 hukum, yang mempunyai kekuatan yang formal, .oleh karena
. definisi yang diberikan oleh Dr.A.Harizah SH, . ,_aesuaiu
, dengan penafsiran yang diberikan dalam modell 84, =

.'2.,Dasar Hukum -Fiducia, _

- Bila diperhatikan bahwe fiducia berdasarkan ke~

- putusan hakim (yurisprodensi) tanpa ada ketentuan se-
 cars khusus dalam suatu perundang—undangan, maka dalam
pembicaraan ds sar berlaxunya fiducia di Inumnesia ini,
- penulis uraikan berlakunya lembaga ini mengikat masyara-
kat.

Dalam ilmu hukun.perkataan sumber hulcum 1dentik
dengan desar berlakunya hukum,
Adapun’ perkataan sunber hukum dapat dipakai . da- -

~lam beberapa pengertian *

1. Sumber hukum dalam arti "sebagai asal hukum positif,
wujudnya dalam bentuk yang kongkrit adalah“ berupa

801 dalam formulir BRI, dalam pmodel 84



keputusan dari yang berwenang". 9 Hukum yang demi-
. klan disebut hukum dalam arti materiil.

2. Sumber dalam arti formiil ialah mempersoalkan dima-
na tempat diketemukan aturan—aturan ‘dan ketentuan
ketentuan yang dapat diterapkan sebagal keldah da-~
lam suatu persoalan yang kongkrit.1o. : S

3+ Sumber hukum dalam arti faktor-faktor yang dapat :
membantu pembentukan hukum.'' Sehingga ‘a1 dapat
sumber hukum filosofis, sumber historis dan . Sumber
hukum sosiologis, | e

Berpijak dari uraian dai atas, maka dalam -mengu

ralkan daser berlakunya fiducia, penulls tinjan dari
dus segi, pertama segi yuridis, keduve segl sosiologis,

8. Tinjeuan dari sudut yuridis,

Di delam ilmu hukum, yang merupskan sumber hu-
kum formﬁl ialah sebogal berikut

UndangnUndang (statutd
. = Kebiasaan {costum)
- Keputusan-keputusan hakim (Yurisprodensi)
Traktat (trea ty) o
Pendapat Sarjama Hukum (doktrin).12

9Joeniarto SH, Selayangz Panda Tentang Sumber
Sumber Hukum Tata Negara di _Indonesia, Liberty, Yogja-
karta, 1983, hal., 1

101114, hal, 8
1b1a, hel. 13

12Drs C.5.T.Kansil SH, Pen ntar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum di Indonesia, Ralal Puataka, cet.,III, Jakar

ta, 1986, hal. 46
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‘90..
Uraian di atas didasarkan pada ukuran pentingnya

peranan masing-masing sumber dalam proses penemuan hu-
kum, . :

Bila diperhatikan fiducia 1alah suatu lembaga -
yang timbul dari’ yurlsprodensi, tidak atau belum diatur
secara khusus ai dalam undang-undang, namun ketentuan
‘umum yang memberi aturan. L

a. 1. Aturan umum tenfang jéminan fiduéia.

. Hukum. perJanjian yang diatur dalam buku III KUH .

Perdate menganut sistem terbuks, artinys ouku III - KUH
Perdata memberi kebebasan bagi setiap orzng untuk . me-
ngadakan perjanjian berisi apa saja, asal tidak melang-
gar kebertiban umum dan kesusilaan, Pasal-pasal dari
buku ini- hanyalah sebagai hulkum pelengkap, artinya da-
pat dibekukan jika dikehendaki oleh pihak yang melaku -
kan perjanjlan.13

Sistem terbuka ini juga mengandung suatu penger
tian bahwa hukum yang dibuat secara khusus di dalam KUH
Perdata hanyalsh perjanjian yang terkenal dan cukup me-
menuhi kebutuhen bagi masyarakat pads waktu undsng- un-
dang itu dibuat. 14

Dengan demikian perjsnjian fiducia yang belum
atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat psda waktu itu
tidak dicantumker dalam undang-undang.

3 prof . RuSubekbl SH, Hukum Perjanjisn, Intermasa
cet.VIII, Jekarta, 1979, hal. 13

14Iﬂ1d, hal.



Asas kebetasan membuat perjanjlan dalam KUH Per-
data dicantumkan pada pasal 1338 (1) berbunyi "semua-
persetu;uan yang dibuat secara sgyah berlaku. sebagai un-
dang-undang bagi mereka - yang membuatnya" 15

Perxataan "semual dari pasal d1 atas mengandung
pengertian umum, yaitu setiap orang boleh membuat suatu
perjanjian apasaja dan pergan;ian 1tu mengikat bagl me
reka yang membuatnya seperti mengika tnya undang-undang.
Dari pasal tersebut secara yuridis formal dapat menaadi
dasar berlakunya Riducia.

‘~5§  ; Penjelasan Undang—UnQang Po}jok Kekuasaan Keha -

kiman No.14 th 1970 pasal 14 berbunyil

- Hakim sebagai organ Pengadilan dianggep ° mema-
haml hukum pencari kezsdilan datang kepadenya . untuk
memohon keadllan. Andaikata is tidak menemukan hu-
kum tertulis, ia wajib menggeli hukum tidak tertu -
1is untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagal arang
yang bijaksana dan bertangguang jawab penulr . kepada

Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, masysrakat, bangsa
dan negara. 16 .

Penjelasan pesal 27 Undang-Uhdang Pokok Kekuasa-
en Kehakimen mengatakan 3

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukun tak
tertulis, maka hakim perumus dan penggali dari nilal
nilal hukum yang hidup dalamn masyarakat.17

15prof .R.Subekts SH, R.Tjitrosudibyo SH, Kibtab
Undang-Tndsnz Hukum Perdats, Pracnya Paraml ta,Jakarta,
1982, nal, 307

- 16YGHAP, Lampirsn Undang—Undang No.14, tahun '70
Karya Ands, Surzbayz, hal. 276

1bid, nal.



Dari ketéhtuan dua pasal tersebut membuktikan ,
bahwa hakim sebagai praktisl hukum bertugas menemukan
hukum (berijtihad) yang hidup dalam masyarakat, Jika
perbuatan hulkum tersebut belum/tidak ditemukan dalam -
undang-undang.

‘a., 2, Yurisprodensi.

Dilihat dari seJarah, fiducia timbul dari Yuris
:prodensi dl negara Belanda pada tahun 1929 dengan Ar=-
rest Hoge Raed yang terkensl B1erbrouwer13 Arrest 25
- Januari 1929, dzlamnm maselah kredit procduksi restoran18
‘lembaga ini masuk ke Indonesia sesusl dengan asas kon-

kurdasi psda zaman Hindiz Belands.

Di Indonesia putusan pertama teruapat pada yu—
risproden31 Hogerecht Shof (Mahkamah Agung) dengan pu-
tusan 18 Agustus 1932 terhadap perkara BPM lawan ohy-
nest (BPM - Ohynest Arrest) tentang pinjsm uang de-
ngan jaminan mobil secara fiducia.19 Jadi dengan yuris
prodensi 18 Agustus 1532 fiducia mendspat pengakuan
secara hukum di Indonesié. ’

'Selanjutnya putusan yuridis diikuti oleh Penga-~
dilan Tinggi Surataya 22 Maret 1951 dan putusan Mahka-
 mah Agung No. 372/K/51p/1970. Dari putusan tersebut,
menstapkan bahwa fiducls diskui sepanjeng mengenal ba-
rang Bergerak.

18prof.Dr.Martiam Darus Badrulzeman, Op.cit, hal

90.

ToMarhainis Abdul Hay, Hukum Perdsta  Materiil
jilid II, Pradnya Paramits, Jakarta, 1984, hal. 130



43
Putusan Mahkamsh Agung No, 1500/K/Sip/1978, me-

mutuskan tahwa kedudukan kreditur sebagai pemegang fi-
ducia, bukan sebacai p°milik.20 -

b. Tinjauan dafi segi sbsiologls

Secara sosia;, hukum merupakan suatu lembaga ke
‘masyarakatan, berisi himpunsn nilai-nilai, ‘kaidah-kai-
dah dan pola-pola prilaku yang berklsar pada kebutuhan
kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyam akat.21 Ada~-
pun kebatuhan dassr itu meliputi s R

a. Sandang, pangan dan papan

b. Keselamatan Jiwa dan harta benca

¢. Kehormtan (harga diri)

d. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan
e. Kasih sagang.zz | ‘

Sebagai buktl bahws lembaga fiducia memenvhi ke-
butuhan masyarakat mska fiducia bersifat accesoir,arti-
nya buntut dari perjanjian pokok yasitu pinjaman kredit
bank, yang berguna untuk mengembangkan potensi usaha,
Hal in} menunJuk} n bahwa fiducis merapakan suatu lem—
baga scsial, '

Timbulnys fiducia sangat dirssakan oleh masyara;
kat terutama setelah perang dunis kedua, di mern keada-
an ekononi saat itu kacau baleu, Psre pengusaha  kecil

zomarlan Daras Badrulzaman, QOp.cit, hal. 95

21pn, Soerjono Soekanto SH, MA, Pokok~pokok So-
siologi Huliwm, Re jeveli, Jakarta, cot, III 1986, hal, 3

Z‘Dr.A .Hamzah SH, Senjun Menullang SH, Lemba-
ga Fiducls dan Penerapannf 6l Indonesia, Ind, Eili-co
Jazarta, 1 07, hal, 43
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pedagang menengah, pedégang grosir sangat kesulitan men
dapatkan fasiiitas‘kredit; Menggunékén‘hipotek sebagal
lembaga jamihan_yang terkenal seat itu tidaklsh "cqﬁup, |
.. lagi pula jaminan hipotek tidak dibutuhkan oleh . pene-
vrima kredit. Menggunskan jsminan benda'bergerak Sebagai
Jaminan gadai sangat keberatan, sebab bends sebagai
fjaminan sengat dibutuhksn wntuk berusaha. seharieharig3

Oleh karena itu mereka mengguhakan terobosan hu-
kum dengan menggunalan Jaminan fiducla. : . : ,

Disamping itu fiduela adalsh jaminan yang ideal
karena ia telah memenual sysrat-syarst jaminan yang ba-
ik, - | |

Adapun syarat-syarat jeminan yang ideal ialah 1

a. Yang dapat membanﬁu secara mudah dalam perolehan kre
“dit.

b, Yang tidak melemahkan potensi bagi pencsri kredit.

Ce Yahg memberi kepastian kepads pemberi kredit yang
sewaktu-waktu tersedia ai eksekusi‘.24

Bila diperhatikan syarat-gsyarat tersebut di atas
dihuburgken dengan jaminan fiducie, maka jaminan fidu-
~cla yang peling memenuhl ayarst.

l/(f%;>0byek Fiducis dan Cara Pengilataanyn |
B Sebagaimara Lahirnyz jaminan ficducia di Nederlan

23Prof.Dr.Ny.Sri Soedewl Masjchun Sofwan SH, Be-

erapa Masalah Pelaksaraan Lembags Jaminan Khususnz;-ﬁi
ucia di dslem Prsktelk den Pelaksarasnnya di Indonesia,

Bulak, Sumur, Yogjakarta, 1977, hal, 73

24Prof.Dr.Mariam Darus Esdrulzaman, SH, Ope.cit
hal, 95

o’




yaitu yurisprodensi Bierbrouwerij Arrest 29 Juni 1920 |
maka obyek fiducia adalsh bends bergerak seorang pemi -
1lik perusahaan cofe menJual infentaris perusahannya ke-
pada Brouwerij cntract dengan suatu syarat membeli kem-
bali, Hal itu dikuatkan oleh dua keputusan dalam hukum
Indone51a yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, 22
‘Maret 1951 dan putusan Mahkamah Agung, 1 September 1971
No. 372/K/Sip/1970, dari dus putusan ini menyatakan bah
wa penyerahan hak milik secara kepercayaan hanya 'bpieh

[

mengenai benda bergerak.

Berdasarksn surat edaran bank Indone81a No.4/248
-/UUPK/PK, 16 Maret 1972 menetapkan bahwa pengikatanebb—- —~
rang sebagal haminan untuk barang-barang bergerak ai
pakai lembaga gadal den fiducza, sedang untuk barang-
barang tetap ‘dengan’ hipotek serta creditvreband.25 |

L _
Dari ketentuan-ketentusn di atas menunjukkan bah
wa obyek fiducia adalah benda bergerak. '

Menurut Prof.Dr.Marism Darus Padrulzaman SH,bah-
wa obyek jaminan fiducia hendaknya benda bergerak yang

terbatas barang-barang perniagaan.26

Menurut Pitlo (yang dikutip oleh Dr.Ny.Sri, Soe-
dewl Macjhun Sofwan SH.) mengataksn bahwa fiducia dapat
dilaksanakan terhadap benda tetap, meskipun dalam prak-
tek tidak banyak terjadi, kerena Jika dibanding dengan

5Raoym SH, Himpunan Peraturan Perbankan di In-

donesia, Inti Buku Utama, Jakarta, 1971, hal.

. 26
hal. 103

Prof.Dr.Mariém Darus PBadrulzaman SH, Op.eit ,
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hipotek bagi para berpiutang,bentuk Jeminan hipotek ini
lebih kuat memberiken jaminan,2!

Dr.Ny.Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH, mengatakan
pendapat yang dikemukakan oleh Pitlo berpendapat - bahwa
benda tak bergerak dapat menjadi obyek fiducia, asal
saja didaftar dan memennhi syarat-syarat tertentu, 28

Adapun syarat-syarat Yang tertentu éebégaimané -
Jang disebutkan oleh Dr.Ny.Sri Soedewi yaitu benda ha-
‘rus dibuat dengan akte autentik dan harus dldaftar da-
lam reglster umum,

Barang-tarang yang masih akan ada, dapat juga
menjadl obyek fiducia, yaitu barang-barang yang pada
terjadinya perjanjisn fiducia masih belum ada, akan te-
tapl akan diperolehnys kemudisn dan juga piutang-piutang
dapat menjadi obyek jsminan fiducia,

Sumardi Mangunkusuma SH, dari BRI pusat, menilai
pendapat plitlo itu sangat tepat bagl Indonesia, yang
tidak mengenal lagl pengertian benda tetap, benda ter-
. tancap dan benda terpaku semenjak berlakunya Undang-Un-

dang Pokok Agraria. - ’

Untuk lebih jelasnya maka disini dipaparkan pe-
nerapan Jaminan fiduecia dalam praktek di bank.

Di dalam praktekAperbankan khususnya bagi BRI
Jaminan fiducia merupakan jaminan tembahan dari jaminan

TDr.NJ.ori Soedewi Masjchun So;wan, Op.cit, hal
35 '
28114, hal. 36

29Dr.A.Hamzah SH, Senjun Manullang SH, Op.cit,
hal., 35
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pokok (hibotek), jika'ja minan hipotek kurang memadai
untuk mendapatkan kredit bank, maka sebagai tambahannya
bank menarik benda-benda lain yang dépat diikatkan de-
ngan jaminan.fiducia.

Adapun benda-benda yang dapat diikatkan dengan
Jaminan fiducia dapat digolongkan menjadi 4 macam,

a., Benda bergerak yang berwujud.

Di dslsm praktek BRI, pefkakés.rumah tangga (ra-
dio, TV, almari dan lain-lain) dapat dijeadikan sebagai
Jaminan atas kredit bank dengan syarst renunjukkan buk
ti kwitensi pembelian (pemilikan),‘kendaraan bermotor ,
(sepeda motor, bus, truk dan lain-lainya), dengen syarat
menyershkan BPKB (surat bukti pemilikan kendaraan ber-

motor) dan demikian juga alat-alat perusahaan ( disam-
ping perusahaannga) dan tarang-barang toko ( disamping
bangunan, sertifikat tanahnya) dapat dijadikan sebagail
penjaminan fiducia dengan menun jukkan buku administrasi
perusahaan dan buku administrasi toko. -

Bagi pengusaha yang ingin mendapastkan kredit da-
ri bank harus mendapstkan surst bukti izin perusahannya
Yang berhubungan dengan bidang usahahya masing-masing ,
Bagl pedagang harus mendupatkan surat izin dari kantor
Direktorst perdagangsn,: bagl perusshaan yang bergerak
di bidang perindustrian dan jasa-jasa harus mendapa tkan
surat bukti diri dari Direktorat Perindustrian dan {jasa
jasa

Dengan demikian sebagai kelengkapan seorang pe-
ngusaha menga jukan permohonan kepada tank, diperlukan
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administrasi yang sebagai berikut i

a. 1. Surat permohonan minta pinjaman

a. 2. Photo copy kartu identitas

a., 3. Surat keterangan i1jin dari tempat usaha perdagang-
an darl pemerintzh daerah tingkat II, -

2. 4. Surat keterangan pemberian ijin usaha perdagangan/
perindustrian dari surat keputusan menteri perdaga
ngan/perindustrian,

8. 5. Sertifikst tanah/bangunén/BPKB/surat keterangan be
rupa pemilikan barang yang dipinjamkan.3o

Bila diperhatikan, bagi pengusaha yang ingin mena
dapatkan kredit bank, ia harus mendapat surat bukti se-~
bagal seorang pengusaha dan benda yang déijaminkan harus
dapat dibuktikan dalam pemilikan agar pihak bank tidak -
dirugikan karena kredit yang dilepaskan.

LRI, dalsm perjanjisn fiducis dicantumkan dalam
 model 100, khususnya ditujukan terhadap benda bergerak
yang berwujud. Adapun pengikstannya dirumuskan dehgan
kata~kata "penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas
barang-barang (fiducia)!', Model perjanjian fiducia ialah
menjadl satu dengan perincian barang-tarang yang diserah
kan, Kemudlan pemberi jaminan atas kuasa bank menerims -
kemball barang-barang yang dikuasainya untuk menyimpan
dengan rumusan sebagai berikut :

Sesuzi dengan persetujuan kredit/pinjam uang kami
adakan dengan saudara pada tanggal ceesesscees maka
dengan inl kami sershkan hak milik dengen kepercaya-
an atas barang-tarang yang terperinci di bawah ini

30 Wawancara dengen fapek Imam Hidayat pada tang -
gal 2 April 1988.
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penyerahan terletak barang-barang terletak, se-~
lanjutnya kami menerangkan bahwa kemi menerima kem
bell a2tes barang-barang tersebut dan melakukan pe-
nyimpanan tarang-barang itu atas kuasa dari sau-
dara, 31

Penyerahan hak milik atas dasar kepercayasn [fi-
ducla) tersebut dilakukan oleh debitur dengan surat pe-~
nyerahan yang dilampiri dsftar barang-barang jaminan
dan dilakukan dengan penanda tanganan surat perjanjian.

b. Benda bergerak ftak berwujud).

Piutang-piutang dapat menjadi obyek jaminan fi-
ducia, Dalam praktek di ERI, hanya piutang atas nama =
(vordering op naam) sz js yang dapat dijadikan . jaminan
fi@ucia.32

Adapun piuteng atss tawa (vordering aan conder),
lazim jika dijaminkan dslam bentuk gedai,

Penyerahaﬁ plutang atas nama disebut cessi, yang
dilakukan menurut syarat-syarst tertentu. Jika- plutang
atas nama diikatkan sebagai jaminan hutang plutang maka
lembaga jaminsm ini disebut "zakerheldz cessi" (cessi
sebagal jaminan) atau disebut "fiducia cessi", 33

Cessi adalah suatu bentdk jeminan di mana  kre-
ditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada plihak
lain, peralihan hutang yang ditunjuk untuk mengalihkan

51BRI, Lampiren perjanjian Fiducia, model 100

3ZWawancara dengan Bapak Imam Hidayat, tanggal 3A
April 1988 :
33BRI, model 85 point 4, tentang persetujuan bu-
ka kredit.



‘hutang. | S |

. . Pengertian disini melibatkan fihak-fihak s

- Cessionarig,,fihak‘penerima pera1ihan'piutang ‘seba-
gai jaminan S

-~ Ceden, fihak yang menyerahkan piutang sebagéi jami-~

-~ Cessus, (debitur cessus) fihak yang hutangnya dia-
lihkan kepada caden.

, Di delam praktek BRI, pada medel 85, tentang -
persetujusn buka kredit point 4, sedang dalam penyera-
han piutang dengan memakai model 101, yang berjudulfpe
nyerahan penagihant, : '

Model 85 point 44 dari BRI, bentuk persetujuan
plutang memakai kalimat '

Haka dengan ini pengambil kredit = mengoperkan
(cederan) segala piutangnya atas orang-orang 1lain
kepada bank yang telah diterims dengan baik atas -
‘nya, piutang-piutang mana diterangkan lebih lanjut
dalsm surat terhadsp bank tertanggal ceceevessscos
yang dengan ini diakui oleh bank telah diterimanya
Pengambil kredit menjanjikan pula bahwa bank . yang
menerimanya, taik perjanjian itu untuk mengoperkan
(cederan) segala piutang atas orang lain yang &an
didapati dengan cara disebut di atas kepada tank
sekurang-kurangnys pads penghabisan pade tiap-tiap
sehingga ..... % dari seluruh jumlah plutang yang
masih berjalan dan sudah dioperkan kepada bank se-
kurang-kurangnya sama dengan hutang pengambilan -~
kredit pada suatu waktu menurut perjanjian ini. 34

.

. Dari model perjanjian ini menun jukkan, bahwa
venglkatan fiducia atas pilutang-piutang atas nama, di

34BRI, model 101, tentang penyerahan penagihan
piutang.
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mana barangnya harus lebih dari pinjaman kredit, adapun .

cara penyerahan benda Jamlnan model 101, BRI melukiskan j
sebagal berikut :

Sesuai‘dengan persetujuan yang diadakan dengan
Tuan pada tanggal ..... bersama ini kami menyerahkan hak
atas penagihan-penagihan pada fihak ketiga (cederan) se-
perti tersebut di bewah ini.? dalam model ini ditentu-
kan slapa-giapa yang harus ditagih, alamt dan jumlah
uang yang ditagih. V

Ceden tidak perlu memberi tahukan cessus tentang
penagihan. hutang, terjadinya terikat pada formalitas ter
tentu yaitu akte cessi dan fihak bank (cessionaris) ‘ber-
hak mengadakan pengecekan atss hutang yang  diberikan
oleh ceden atas cessus, berdasarkan persetujuan yéng di
buat oleh fihak dengan debitur (ceden). Jika ceden (ces-
sionaris) berhak menagih hutangnya kepada bank, maka pi-
hak bank (cessiunaris) berhak menaagih hutangnya kepada
cessus dalam jumlah hutang ceden kepada ce351unaris, ma-
ka kelebihannya dikembalikan kepada ceden,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perikatan
fiducia dengan jaminan atas piutang dilakukan dengan
cessl tidak dengan consyitutum possesesorium.

Ce Fiducia atas bangunan-bangunan.

Setelah berlakunya UUPA (Undang-Undang P6Kok Agra
ria) No.5.th.1960, maka bentuk penggolongan atas  tanah
mengalami perubahan, hal ini disebabkan dua gaktor,

Pertama, hak atas tanah yang dapat dijadikan ja-'
minan dengan hipotek/creditverband terbatas pada hak mi-

35BRI, modei 101, tentang penyerahan penagihan pi-
utang, :



'1ik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Tidak diatur
hak bangunan yang berdirl di atas hak orang lain, hak
sewa bangunan dan lain-lain, A

Kedua,sifat.hukum agraria mendasarkan pada hukum
adat, yaitu asas pemlisahan hirizontal, maka konsekwensi
nya,'seofang dapat memiliki bangdnan sa ja tanpa disertail
dengan tanshnya dan dapat dipindahkan terlepas dari ta=--
nahnya.36 ' :

Di dalam praktek BRI, penjaminan atas tanah la-
- zim ditempuh melalui dua Jalan, jika bangunan . berdirl
>yvd1 atas hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangu~
'nan, maka dipasanglah hipotek/creditverband dan Jika ba-
'ngunan berdiri di ates hak orang lain, misal, hak sewa
bangunan, maka dipasang jaminan fiducia.

Bangunan-bangunan (misal, rumah, kantor, toko )
difiduciakan kepada bank, bersamaan dengan ini dalam
. akte penyerahan kredit menyatakan penyerahan  kembali
. kepada debitur untuk Pinjam pakai. DisampingAakté"fi-
ducia bank mengadakan pérjanjiah_dengan pemilik tanéh
‘dalam hal ini pemilik tanah menyetujui blla bank mengo-
perkan hak sewa atas tanah tersebut, selama bankfmempu-
. nyai hak milik atas bangunannya dan. menyetujui> ~untuk
meluluskan perjanjian sewa jika terpaksa harus menjual-
bangunan.; ‘

Bank dapat pula menerima perjanaian atas . sewa
tanpa disetuaui oleh pemilik tanah, namun nilai yang dai
berikan oleh bank terhadap jaminan tersebut adalah ren-
dah, yakni dinilai dengan harga gempur. | |

36Dr.Ny.Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH, Op.cit
hal, 82 = 8%
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BRI, didalam model 87, dikaitkan dengsn model =

106, yaknli tentang persetujuan fiducia atas " bangunan

bangunan di atas hak sewa dan disertai dengan persetu-
juan hak milik tanah untuk meneruskan perjanjian,

BRI, model 87, merumuskan sebagai berikut :’. B

Yang ‘berhutang menerangkan dengan ini hahwa @mng
menyerahkan sebagal eigendom atas kepercayaan . ?a
fiduciare eigendom) kepada bank sebagal - tanggungan
dari hutangnya pada bank yang timbul karena persetu -
juan inl atau yang timbul karena lain-lain yang ber.
talian dengan persetujuan ini bangunan (bangunan )y .
yang terletak di pekarangasn- (pekarangan) ‘tersebut

~di bawah ini. 37 LT

Disamping perjanjian fiducia ai'étas, diadakan
perjanjian khusus antara pemilik tanah dengan bank ,
yang menyetujui bank untuk meneruskan perjanjian sewa
tanah tersebut. ' ‘

Model 106, merumuskan sebaéai berikut :

Jika entara bank dengan,,,,, tersebut, jadi se-
belumnya see.esep, maka kaml dapat menyetujui  pula
‘bila bank rakyat Indonesia mempunyal hak sewa atas
tanah terhadap bangunan (bangunan) tersebut diatas
tadi dengan perjanjian-perjanjian sewa yang sama
(jadi uang sewa tetap sebesar Rp ceesvenss sebulan
dan juge Jjikalau BRI harus menjual bangunan ( ba -
ngunan) tersebut kami sanggup juga meneruskan per-
janjian-perjanjian sewa itu kepada pembell dengan
syarat yang sama seperti yang berjalan dengan.e....
sekarang. 38

d. Prestasi kerjs (surat berharga) sebagal jaminan fi-
ducia.

37BRI Lampiran model 87, tentang persetujuan -
fiducia khususnya bangunan—bangunan di atas hak sewa

38BRI, 1ampiran model 106, tentang persetujuan
- hak milik tanah bangunan hak sewa dengan bank,



Di dalam praktek BRI, boleh juga bagi peminjam ,
yang digunakan untuk tujuan konsumtif, artinya uang yang
diperoleh dengan jalan kredit ini tidak memperoleh laba,
tetapi akan habis terpakai untuk membantu seseorang da- .
" lam hal memenuhi kebutubhan hidupnya.' : .

Kredit ini diberikan kepada para pegawal yang mé—
liputi para pendiun, pegawal neegeri dan anggota ABRI 5
khususnya bagl para guru dan para dokter diberikan fasi—
‘1itas kredit profesi, kredit profesi guru d1berikan guna
pembelian sepeda motor dah bagl kredit profeai dokter di_
‘berikan untuk pembelian roda empat astau alat-alat kedok-

teran untuk kepentingan praktek dokter.:9

Dalam menggunakan SK pensiun sebagai jaminan fi-

o ducia, maka fihak bank mengadakan kergasama dengan Kas

negara dan kantor pos yang bersangkutan.

Kas negara menunjukkan uraian daftar pensiun bagi
seorang pensiun kepada bank, sedang kantor pos  berhak
memotong uang pensiun yang ditunjukkan oleh kas negara.

Setiap. bulan dari persetbtjuan minta kredit kepa-
da bank maka fihak bank mengadakan penagihan-penagihan -
" kepada kantor pos dengan cara mengurangi jumlah uang
pensiun yaitu dengan surat kuass potong gaji SK pensiun.

Sedang jika: persetuJuan kredit dilakukan antara
bank dengan pegawal negeri dan ABRI, fihak bank mengada-
kan persetuguan bersama antara bank dengan bendaharawan
instansl peminjam kredlt yang bersangkutan.-

Setlap waktu tertentu bank mengadakan tagihan-ta-
gihan kepada bendaharawan, dengan akte kuasa potong gaji

39Petrus Sutardjg, Pedoman Memperoleh Kredit Bank
Lingua Press, 1986, Jakarta, hal, 18



Jaminan yang berupa gﬁrat kﬁésa potong gaji darix benda -
harawan 1hstansi yang bersangkutan_dilegalisir dan dike- -
tahul oleh kepala dinasnya. '

.Di dalam BRI, model 98 merumuskan sebagal berikut
Yang bertanda tangan di bawah Inl Jeiecevecnocace

Pekerjaén cesseanns tinggal,di~.....,...-déngan,ini mem-
" beri kuasa kepada (yang diisi dengan jabatan), yang -
dak dapsé dlicabut lagl dengan hsk menunjuk;orang " lain
sebagai ganti (met het recht van substitusi) untuk me-
 motong gaji bulan sessssse yang bertands tangan di bawah
ini dan untuk seterusnya tiap-tiap bulan dan langsung -
membayarnya kepada benk rakyat Indonesia sejumlah ; yang
ditetapkan oleh bank untuk memenuhi angsuran pinjaman ,
yang tersebut dalam surat hutang tanggal sevse.... atau
~ yang boleh jadl timbul pada suatu ketika hingga hutang -

itu lunas, 40

Dalam surat kuasa tersebut disébﬁfkﬁn-ﬁﬁiéﬁm.fén-
tang besarnya pinjaman, kemudian banyaknya potongan per-
bulan yang ditanda tangani oleh deblitur. Surat kuasa po-
tong gaji itu diketahul oleh kepala dihés'&éng bersangku
tan dan ditanda tangani oleh bendaharawan gaji.

Adapun rumusannya dengan menggunakan H

Dengan ini kami beritahukan kepada saudara bahwa
menurut bunyl surat kuasa potong gaji, sebaliknya =
ini dari ceeeevees yang disebutkan (nama, pangkat ,
tempat tinggal yang meminta pinjaman)

40BRI, model 98, tentang surat kuasa memotong ga-

3.



Oleh kami akan dipotong tiap-tiap bulan dari gaji

nya yang minta pinjaman sebanyak -jumlah yang nanti - )

ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia dan akan kami
bayar langsung kepada bank sebagai pembayaran ang-

suran dari pinjaman yang diberikan oleh bank rakyat '

Indonesia kepadanya. 41

C. Usaha=Usaha -Bank Dalam Penggmanan'Kredit{'

Pengaman kredit merupakan mata rantai . kegiatan
bank dan aspek terpenting dalam management bank, langkah
'langkah tersebut dlmulai sejak rencana pemberlan kredit
sampai kredit kembali. '

C. 1. Pembinean kepada Nasebeh. '

Bank selalu mengadakan pembinaan kepada .nasabah
dengan sgra mengadaken pendekatan dan bimbingan yang
konstruktif kepada para pengusaha dalam mengembangkan -
' usahanya. Cara yang ditempuh bank yaitu mengadakan per-
baikan bid_ng adminlstrasi dan management perusahaan.

Bank memperhatlkan perkembangan tehnologi, guna -
) memblna perusahaan tentang cara memproduksi barang- bta-
rang ager tidak ketinggalan mutu,

~ Jika perusahaan mendapat saingan yang besar, se-
hingga berakibat produksinya tidak leku, meka'bank' me-
ngangurkan untuk mengadakan perubahan, jika perusahaan
kurang modal maka bank akan memberikan tambahan ~ modal
asal telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

411p14, hal. 98



Dari aspek hukum, perusahaan mempunyai ijin usa-
ha, aspek watak, pengusaha berkeprihadian baik, aspek .
management, aspek teknik produksi, aspek pemasaran dan |
aspek keuangan.42 '

C. 2. Pengawasan barang jaminan.

Flducla sebagail jaminan kebendaan yang ‘;: dapat
memberi kemungkinan banyak kelemahannya, terutama cara'
penyerahan barang jaminan sebab cara penyerahan dilaku—'
kan secara abstrak, yailtu hanya penyerahan hak miliknya
sedang benda. tetap dalam kekuasaan debitur, oleh karena'
itu bank selalu mengadakan pPengawasan,

*

Pengawasan bank terhadap kredit yang dilepaskah
dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif,

Pengawasan aktif dilakukan pengawasan di tempat-
usaha para debitur, sehingga secara langsung akan dapat
“diketahul segala masalah yang timbul.

Pengawasan pasif dilakukan melakui penelitian -
tertulis yang dilakukan debitur seperti keadaan keuang
- an, laporan penyaluran keuangan, laporan aktifitas per-
kembangan perusahaan dan sebagainya. |

Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap tarang
tarang jaminan yang difliiduciakan depat dibagi menjadi
dua bagién. Bagi barang-barang infentaris,‘barang al
syaratkan milik sendiri dengan bukti sura£  pemilikan,
dan hanya dapat dipergunakan sendiri, bukan untuk  di

42Wawancara dengan Bapak Imam Hidayat, 4 April '88



pindah tangankan kepada fihak lain sehingga jumlahnya - . -
tetap dan barang tersebut hendaknya dipelihara dengan
baik., Jika barang-barang Jaminan itu rusak maka nasabsh’
ha rus menggantinya. ‘

Bagl barang-barang yang ‘bersifat perdagangan, da-
lam mengadakan pengecekan barang-barang dagangan ini
- agak sulit, sebab Jumlah barang selalu berubah karena -
'.pemindah,manganan.- : '

‘ ,'_ Cara pengawasannya pada ,tiap waktu tertentu (tiap
'*!tiga bulan) barang dagangan ‘harus lebih besar dari pada
slsa kredit.yang menjadi tanggungan debitur den jika
: jumlahnya kurang dari target maka akan dllihat daril pada
pembukuan.

' Di dalam‘pembdiuan akan terlihat béhwa jiké ba~
rang terjual dengan penjualan tunai‘maké kas pembukuan

. akan bertambah dan jika barang terjhal dengan pembayaran

- kredit maka penyediaan barang berkurang dan piutang ber-
tambah. ' ' ‘

Berlainan dengan ketentuan ini maks bank berhak
menegur kepada nasabah dan bila ketentuan-ketentuan da=-
lam perjanjian tidak ditepati bank debitur berhak menga-
dakan pemutusan perJanJian ma ka konsekwen31nya debltur -
dituntut untuk memenuhi hutang hutangnya.

3. Asuransi barang Jaminan.

Dalam pemberian kredit dan pengembalimannya diba-
tasi oleh suatu masa yang abstrak sehingga dalam perjan-
Jian kredit bank mempunyai kemungkinan yang besar untuk
menanggung reslko akibat tidak dibayarnya piutang- piu-
tang tersebut.



Melihat kemungkinan resiko yang besar maka dalam
setiap pemberian kredit, bank memperhatikan semua per-
syaratan dengan sebaik-baiknya, éehingga dapat diharap-
kan kredit yang diberikan dipakal sesuai dengan tujuan-
nya dan dapat diterima kembali dengan aman, ‘

- - Salah satu syarat bank yaitu pemberian  jaminan
bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan larangan-
itu memang baik sebab tidak menanggung resiko yang be-
sar, namun bila dilihat dari pemberian kredit . dapat
v’menghambat usaha-usaha kecil dalam menunJang pembangunan
Oleh karena itu tank bersifat longgar dalam menerima -
jJaminan fiduclias atas tanah dalam bentuk SK tanah selama
dalam proses pembuatan sertifikat. Lagi pula bank mene-
rima jaminan fiducia yéng nenurut teorl banyak resiko
‘bagi bank, oleh karena itu usaha pemerinteh delem usaha
mengatasi resiko tersebut mendirikan suatu badan yang
~ bergersk dalam bidang pertanggungan kredit yaitu PT ,
asuransi kredit Indonesia (PT Askrindo).

Biaya yang diperlukan untuk mengssuransikan kre
dit di tanggung oleh bank pelaksana 50 % dan bank Indo-
nesia 50 %.

Bagl barang-barang jaminan dihsrapkan puls . di
asuransikan kepada PT Asuransi kebskaran, nemun pembaya
ran premi ditanggung oleh nasabah sendiri.

D. Wansprestasi dan cara melakukan eksekusi.

Apatila debitur tidak memenuhi kewa jiban-kewa ji~
ban yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain de-
bitur tidak meleksanakan prestasinya, maks ia dikaztakan



 melakukan wansprestasi (cidra Janal)

Di dalam hukum perdata wansprestasi seorang de— |
bitur dapat berupa : -

8, Debithr'séma sekali tidak melakukan prestasi

‘be Debitur terlambat dalam melakukan prestasil 4

c. Debitur melaksanakannya tetapl tidak secara yahgi
semestinya dan atau tidak seba;kghaiknya,43 |

. . Di dalam sistem perbankan, dalam rangka pengama-
nan kredit telah mengambil langkah-langkah untuk mengka

: _tegorlkan kredit berdasarkan kelancarannya. Untuk itu

. bank mengadakan pengelompokan kredit berdasarkan collec
' tibility seperti dimaksudkan sebagai berikut ’

'a, Collectibelity &, yaitu kredit-kredit lancar.

b. Kewa jiban-kewa jiban dipenuhl secara lancer selama 3

buian,;kewajibén—kewajiban seperti bunga, angsuran -
angsuran dibayar secara terus menerus tanpa terjadi
penunggakan, ' ' '

b. Collectibelity B, yaitu kredit tidak lancar.

Bila bunga dan kewajiban lainnya selama .3 bulan ti-
dak dibayar berturut-turut, maka kredit digolongkan
menjadl tidak  lancar, ini berarti usaha debiturﬁtef
lah mengalami hampdban-hambatan. - . '

Ce Collectibqlity'C, yaitu kredit macet atau kredit;mang
diragukan, ' ‘ '

- 43uuhanan Husadi SH, annm Perikatan Menurut Bur-
gerli jk Wetbook, 985, hal, 46 » A
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Kredlt tidak lancar (B) berkembang terus den se-
telah ma 58 Jatuh tempo ditambah masa kesempatan mengu- .
.sahakan perbaikan selama 3 bulan setelah masa jatuh ,-i
‘tempo tersebut, tetap juga kredit tidak dilunasi, maka
tergolonglah dalam katagori kredit yang diragukan/de—
bes.

d. Collectibelity D, yaitu kredit yang harﬁs dihapqé.

‘ Bila.dari keadaan C setelah’ dllazukan " langkah
.'pengamanan berupa penjualan barang-barang Jaminan, te-
tapi ha511nya belum mencukupi untuk menutupi keedit
maka sisa hutang debitur tersebut harus dihapuskan.

Dari penggolongan tersebut maka nyaﬁalah, bshwa
kredit macet setelah tidak terpenuhinya kewa jiban~ ke-
wajiban bagi debitur selama 6 bulan berturut-turut,.

. Di dalam KUH Perdata pasal 1238 menyatakan "De-
bitur (berhutang) dapat dinyatakén lelal apablla ia
dengan surat perintah atau dengan surat sejenis itu te-
lah dinyataken lalal atau demi peikatan send1ri.44

Yang dimaksud surat perintsh islah surat peri -
ngatan resmi oleh juru sita pengadilan dan akte seje -
nis lain ialah suatu peringatan atau tegoran, baik
secara tertulis atau dengan tegas menyatakan tagihan

untuk memenuhi prestasi.45

Dari pasal 1238 BW dapat disimpulkan bshwa se-
‘seorang debitur dapat dinyatakan wansprestasi ada dus

44pror .R.Subekti SH, R.Tjibrosudibyo, Op.cit
hal. 291 3

45ppof R.Subekti SH, Hukum Perianiian,cet, VIIT
Intermasa, Jakarta, 1979, hal, 46
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kemungkinan. Pertams sejak tidak dipenuhi kewa jibannya
yang telsh ditentukan menurut waktu yang telah ditentu- .
kan, Kedua sejak adanya suatu tegoran-tegoran, baik
yang dilakukan oleh kreditur atau seorang juru sita, -

_ Dalam prakték BRI, seorang nasabah dapat dinya-
takan wansprestasi setelah tidak memenuhi kewathan-ke-
waJibannya setelah 6 bulan, pada ssat itu bank: mengada-
~ kan tag;han—taglhdn dan setelah debitur tidak melaksana

,'kan presta81nye ‘maka bank memberikan kuasa kepada Badan

'Urusan Piutang Negara.

Cara pengurusannya.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ukuran untuk
menentukan nasabah dinyatakan wansprestasi lalah sejak
tidak dipenuhinya kews jiban-kewa jiban debitur,sehingga
kredit dlaystakan macet/debius.

Kredit macet dapat dibagl menjadl dua pase.

Pertama, plutang yang dapat diselesaikan secara damai
dalam intern bank. ‘

Kedua, piutang maceb sama sekali, setelah ketentuan in-
tern bank tidak membawa haSilo '

Pada tahap pertama ini jika debitur melakukan -
wansprestasl maks diadakan persetujuanﬂbersama ‘antara
nasabah dengan tank untuk memenuhi kewa jiban huténg de-
. bitur, termasuk bunga dan denda-denda - yang bukan ber-
sifat pidana, Jika kesepakatan ini gagal, maka diada -
kan penyelesalan persetujuan di bawah tangan, yaitu
kreditur mencari pembeli barang jaminan, sedang akad



jual beli -diserahkan kepada debitur dan pembell déngsn

ketentuan jika terjadi aked jual bpli,'harga‘pembelian

diserahkan kepada bank untuk mgﬁutup utang-utang debi~
tur, dan apabila ternyata'harga"peﬁjualan'barang. ter-
gebut selisih maka kelebihannya diserahkan‘képadé debl-
tur, Namun jika harga penjualan kurang:dari hutang yang
harus dibayar, maka debitur harus menutupinyé. '

- Dapat pula penjualan atas barong-barang jamlnan
1tu dilakukan oleh bank asal mendapat persetuguan dari
'debitur. Blla persetu;uan bersama antara bank - dengan
>nasabah tidak terjadi kata sepaskat maka urusan _hutang
tersebut diserahkan kepada Badan piutang Negara (BUPN),
Jangka waktu antars %ase pertama dengan pase kedua ada-
lah selambat-lambatnya 3 bulan setelah terjadi kredit -

macet pada pase pertama.46

Model serah terima ini dianggsp sah menurut hu-
kum apabile pengurusannya dinyatakan sudah diterima nya
oleh BUPN secars tertulis.47 '

Pengurusan khusus oleh BUPN terjadi sebagal bérik-
kut ¢

Pertama, pernyataan bhersama.
. Kedua, eksekusl. '

Bank-bank negara yang tidak dapat menyelesaikan

kredit-kreditnys secara intern, mengerahkan pengurusan-

46
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47Prof Dr.Mariam Darus Badrulzaman SH, Perjanji-
an kredit Bank, Alumni, Bandung, 1979, hal. 154

Wawancara dengan Bapak Imam Aidayat, $0 April



‘nya kepada badan urusan piutang negaré‘(BUPN), ‘sedang
- bagi bank-bank swasta maka’ pengurusannya kepada pengadi
lan negerr.' '

Proses penyelesaiannya.

Dalam penyelesaian kredit macet, BUPN dan nasa;
bah berunding mengenai Jumlah yang wa jib dibayar kepada
- bank Negara (pemberi kredit) melalui BUPN, " jika kata
sepakat ini berhasil maka diadakan pernyataan bersama
oleh kedua belah pihak. - o

Pernyataan ini harus'memuatihalfhal sebagai beri-
kut -

a, Pengskuan dari penanggung hutang akan adanya dan be-
sarnya hutang itu.

b. Kesanggupan penanggung hutang untuk melunasl didalam
jangka waktu yang tertentu.

‘¢s Adanya panitia untuk mengadakan penagihan - dengan
surat paksa apabila penanggung hutang tidak memenu-
hi kewajiban melunasinya atau penénggung hutang ti-
dak mengindahkan peringstan-peringatan yeng dikeluar
kan oleh pan1tia.4? '

Pernyetasn bersama ini mempunyai kekuatan pelak-
sana seperti suatu putusan hakim dalam perkara yang
mempunyai kekuatan pasti. Di mana pernyataan itu ber-
kepala "itas Nama Keadilan"; Jadi pernyataan bersama
ini bersifat pengakuan hutang negara yang mempunyai ke

%8741, hal. 156



kuatan pembuktian yang sempurna dan berkekuatan memak-

Ba. o T .

Konetruksi pengakuan hutang ini bertujuan untuk‘.
mempertahan&an sifat perdata dari hutang kredit itu,
penerims kredit yang memenuhi pernyataan bersama dapat_"
melakukan angsuran-angsuran, Jika,pernyataan ‘bersama
tidak dilaksanakan oleh yang berhutang, BUPN mengeluar

"~ kan suret paksa dan melakukan lelang, setelah terlebih
dshulu diletakkan eksekusi kepada yang berhutang. D1
samping surat paksa berkepala "atas name keadilan" dan

" memuat nama yang herhutang kepada negara. Keterangan

yang cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar
dari penagihan_serta surat paksa ini mempunyal kekuat-
en yang sema seperti keputusan hakim dalam per&ara

perdatahsyang tidah aimlnta bandlng lagi kepada haklm
atasan.‘i: ‘

49WaWamcara pennlis demgam kepala Pelelamgam Kelas: -
I Tulung Agumg. . .



